
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dari banyaknya negara di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara 

yang menganut sistem demokrasi.  Demokrasi dalam praktik bernegara dewasa ini 

semakin mengalami puncak perkembangannya, dimana demokrasi dalam 

pengertian yang sederhana, sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk 

rakyat begitu gencar melanda setiap negara.
1
 Sehingga demokrasi tidak lagi 

sekedar wacana belaka, melainkan sudah menjadi impian politik setiap negara 

terutama negara-negara berkembang.  

Demokrasi memiliki makna yang bervariasi. Setiap penguasa negara 

berhak mengklaim negaranya sebagai penganut kedaulatan rakyat atau menganut 

paham demokrasi. Demokrasi memiliki konsep evolutif dan dinamis, bukan 

konsep yang statis. Artinya, konsep demokrasi selalu mengalami perubahan-

perubahan, baik dalam segi bentuk,  maupun substansinya sesuai konteks dan 

dinamika dimana konsep demokrasi lahir dan berkembang.
2
 Demokrasi yang 

dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi juga sering 

diartikan sebagai suatu kebebasan. Karena demokrasi yang dianut adalah 
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demokrasi Pancasila, maka paham kebebasan yang dianut oleh bangsa Indonesia 

akan merujuk pada nilai-nilai yang telah tercantum dalam sila-sila Pancasila.
3
 

Negara yang menganut sistem demokrasi, dalam memilih pemimpinnya 

dilakukan dengan cara Pemilihan Umum. Pemilihan umum sering  dianggap 

sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari sistem demokrasi
4
. Pemilihan umum 

merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi, dimana rakyat dilibatkan 

dan diikutsertakan secara langsung dalam menentukan kebijakan atau keputusan 

politik. Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme terpenting untuk 

melakukan pergantian kepemimpinan dengan prinsip jujur, adil, langsung, umum, 

bebas, dan rahasia.
5
 Tidak akan ada demokrasi tanpa terselenggaranya pemilu 

yang jujur dan demokratis. 

Di Indonesia pemilihan umum tidak hanya dilakukan untuk memilih 

anggota legislatif ataupun pemimpin eksekutif saja, dalam pemilihan umum 

masyarakat juga akan memilih pemimpin daerahnya yang dikenal dengan istilah 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada dilakukan untuk memilih pemimpin-

pemimpin daerah seperti  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.  

Aturan pertama kali yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah 

secara langsung adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, sistem pemilihan kepala daerah di 

Indonesia mengalami perubahan, yang dulunya kepala daerah dipilih oleh DPRD 
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sekarang dipilih secara langsung oleh masyarakat.
6
 Sehingga masyarakat 

dilibatkan langsung untuk memilih calon pemimpin daerahnya.  

Cukup banyak peraturan perundang-undangan yang sudah dilahirkan 

tentang pemilihan kepala daerah, yang paling terakhir adalah undang-undang 

nomor 8 tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang 

dilaksanakan secara serentak.
7
 Di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang,  

dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur diadakan pada tanggal 9 Desember 

2015. Pemilihan tersebut diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur  Sumatera Barat untuk periode 2015-2020. Dalam pilkada kali ini 

terdapat dua pasangan kandidat yang mencalonkan diri, yaitu Irwan Prayitno dan 

Nasrul Abit, serta Muslim Kasim dan Fauzi Bahar. 

Kandidat yang memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat adalah orang-orang yang pernah memiliki peranan penting dalam 

pemerintahan. Fauzi Bahar sendiri pernah menjadi Walikota Padang selama dua 

periode, sedangkan Irwan Prayitno adalah Gubernur Sumatera Barat periode 

sebelumnya. Pasangan calon pada nomor urut satu, yaitu Muslim Kasim dan 

Fauzi Bahar diusung oleh 4 partai politik, diantaranya PAN, Nasdem, PDIP dan 

Hanura.  Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Irwan Prayitno dan Nasrul Abit 

disusung oleh 2 partai politik yaitu PKS dan Gerindra.  
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Tabel 1.1 

Perbandingan Hasil Persentase dan Jumlah Suara Kandidat  Pada Pemilihan 

Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang 

 

Kecamatan Jumlah 

Pemilih 

Jumlah suara dan Persentase 

Muslim Kasim-Fauzi 

Bahar 

Irwan Prayito-Nasrul 

Abit 

Jumlah 

Suara 

Persentase Jumlah 

Suara 

Persentase 

Bungus Teluk 

Kabung 

16.578 3.924  (43,32%) 5.134  (56,68%) 

Koto Tangah 115.949 26.395  (44,60%) 32.782  (55,40%) 

Kuranji  85.272 14.197  (32,20%) 29.899  (67,80%) 

Lubuk 

Begalung  

70.519 12.370  (33,25%) 24.834  (66,75%) 

Lubuk 

Kilangan 

32,291 5.024  (29,95%) 11.753  (70,05%) 

Nanggalo  36.294 6.819  (35,02%) 12.654  (64,98%) 

Padang Barat 28.460 4.333  (29,35%) 10.452  (70,69%) 

Padang Selatan 37.740 6.033  (31,05%) 13.394  (68,95%) 

Padang Timur  50.870 7.302  (28,23%) 18.567  (71,77%) 

Padang Utara 35.879 5.456  (29,95%) 12.761  (70,05%) 

Pauh  38.361 6.282  (32,94%) 12.789  (67,06%) 

TOTAL 548.213 98.135  (34,66%) 185.019  (65,34%) 

Sumber : kpu.go.id 

Pada Pilkada tersebut perolehan suara dan persentase suara masing-masing 

pasangan dapat dilihat pada tabel 1.1. Dari 11 kecamatan yang ada di Kota 

Padang, untuk perolehan jumlah suara dan persentase suara pada pilkada 

dimenangkan oleh pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit yang sudah menjabat 

sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih sampai saat ini. 

Dari tabel bisa disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat Kota Padang meletakkan 

pilihannya pada pasangan  nomor urut 2. Dengan menangnya pasangan IP-NA 

tentu harus dipahami pula bagaimana kecendrungan masyarakat Kota Padang 

dalam mementukan pilihannya saat pemilu. Apakah pilihan tersebut benar-benar 

murni pilihan dari diri mereka masing-masing, atau ada pengaruh lain yang 

melatarbelakangi mereka menjatuhkan pilihan pada pasangan tertentu. 



 

 

Dalam pemilihan umum ada dua komponen penting yaitu adanya pemilih 

dan kandidat. Peneliti mengutip dari Firmanzah, dalam skripsi Aziza Aulia Fahmi 

yang mendiskripsikan bahwa pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi 

tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar 

mendukung, kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang 

bersangkutan.
8
  Dapat dipahami, begitu penting satu suara pemilih bagi para 

kontestan dalam pemilu demi mendapatkan kemenangan. 

Ketika pemilih menjatuhkan pilihan pada satu kontestan, pemilih sudah 

mulai berperilaku dalam politik. Perilaku pemilih dalam pemilu merupakan salah 

satu bentuk dari perilaku politik. Perilaku pemilih menurut Ramlan Subakti dapat 

diartikan sebagai aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat 

dengan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih didalam suatu 

pemilihan umum, bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters 

akan memutuskan memilih atau mendukung kandidat tertentu.
9
 Secara sederhana 

dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan sikap dan perbuatan pemilih 

dalam menentukan pilihan dalam pemilu berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi. 

Berbicara mengenai perilaku, tentu saja antara seseorang dengan orang 

lain akan berbeda, begitu juga dengan  perilaku pemilih individu saat pemilihan 

umum. Setidaknya perilaku pemilih terbagi atas 3 mazhab salah satunya yaitu 
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mazhab ratinal choice (pilihan rasional).
10

 Berbicara mengenai mazhab pilihan 

rasional berarti membahas mengenai keadaan sosial, ekonomi, serta politik. 

Pilihan rasional lahir dari teori  Neo Klasik yang diterapkan pada sektor publik 

yang mencoba membangun jembatan antar ekonomi mikro dan politik dengan 

melihat tindakan warga negara, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi 

terhadap kepentingan pribadi produsen dan konsumen. Menuurut perspektif 

rasionalitas pemilih, seseorang berperilaku rasional yakni dengan cara bagaimana 

mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos yang minimal.
11

 

Pendekatan ini bersumber pada karya Anthony Downs dalam An 

Economic Theory of Democracy. Downs melalui deskripsinya mengenai homo 

economicus, mengatakan bahwa pemilih rasional hanya menuruti kepentingan 

sendiri dan senantiasa mendahulukan kepentingan sendiri di atas kepentingan 

orang lain. Downs juga menyatakan evaluasi postif warga terhadap kondisi 

ekonomi akan memberikan reward terhadap pejabat yang sedang menjabat. 

Dalam model ini ditekankan bahwa perilaku politik pemilih akan dipengaruhi oleh 

kepentingan ekonominya.
12

 Dimana rasionalitas pemilih bertumpu pada 
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keyakinan bahwa manusia sejatinya adalah makhluk yang punya kepentingan 

untuk dirinya sendiri secara materil.  

Ada 2 variabel atau faktor penting yang menjadikan pemilih berperilaku 

rasional dalam menentukan pilihannya, diantaranya (1) pemilih retrospektif, yaitu 

kemampuan pemilih untuk memilih salah satu kandidat berdasarkan penilaiannya 

pada penampilan kontestan pada masa yang lalu; dan (2) keuntungan yang 

didapat pemilih, seseorang berperilaku rasional ketika ia mendapatkan suatu 

keuntungan dari kontestan saat pelaksanaan pemilu.
13

 Model ini memberi 

perhatian pada dinamika ekonomi-politik, sehingga asumsinya pilihan politik 

banyak dibentuk oleh evaluasi atas kondisi ekonomi, baik secara personal maupun 

kolektif. 

Salah satu faktor dalam mazhab pilihan rasional adalah keuntungan yang 

didapat pemilih. Keuntungan yang didapat pemilih bisa dalam artian keuntungan 

sesaat maupun keuntungan yang benar-benar didapatkan pemilih selama kontestan 

yang dipilih menjabat sebagai pemimpin daerahnya. Ketika seorang kontestan 

memberikan sejumlah uang atau barang menjelang hari pemilihan, tentu ini akan 

menjadi keuntungan pesonal bagi pemilih. Tanpa memikirkan visi misi yang 

diangkat calon, pemilih akan memilih kontestan tersebut karena sebelumnya 

sudah mendapatkan sejumlah uang atau barang.
14

 

Pemilihan umum yang digadang-gadangkan sebagai implementasi dan 

tolak ukur  sistem demokrasi, yang dijalankan sesuai prinsip adil, jujur, adil, 
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langsung, umum dan rahasia selalu dipengaruhi dengan oleh faktor-faktor non-

demokratis. Faktor non-demokratis tersebut tentu akan merusak perilaku 

masyarakat dalam pemilihan umum. Salah satu bentuk kegiatan non-demokratis 

dalam pemilu yaitu sering terjadinya money politic (politik uang) dalam setiap 

pemilihan. 

Politik uang dalam artian sempit dapat dipahami sebagai distribusi uang 

(pemberian uang tunai ataupun barang) pada saat pemilihan umum oleh kandidat 

kepada pemilih. Menurut Ismawan dalam Mohamad Amanu, politik uang 

merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan 

menggunakan imbalan tertentu, atau bisa dikatakan jual beli suara pada proses 

politik atau pada saat pemilihan umum.
15

 Edward Aspinall dalam bukunya Politik 

Uang di Indonesia : Patronase dan Klientalisme di Pemilu Legislatif 2014  

menuliskan bahwa politik uang tidak hanya berbentuk distribusi uang tunai saja, 

tetapi juga dalam bentuk pemberian benda-benda kelompok ataupun pribadi. Ada 

5 variasi yang masuk dalam kategori politik uang, diantaranya (1) Pembelian 

Suara (vote buying); (2) Pemberian barang pribadi (individual gift); (3) Pemberian 

barang-barang kelompok; (4)Pelayanan dan Aktivitas; (5) Proyek-Proyek gentong 

babi (pork barrel project).
16

 

Politik uang dalam pemilihan umum adalah suatu fakta yang tidak bisa 

dibantahkan lagi. Untuk Indonesia, cukup banyak yang peneliti yang mengkaji 

tentang politik uang. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni 
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Lailatul Izza (2016), hasil penelitiannya menyatakan sebanyak 53% responden 

menyetujui adanya praktik politik uang. Karena saat pemilihan kepala desa di 

daerah tersebut, kandidat melihat kebutuhan masyarakat dengan baik dan 

menjadikannya strategi untuk menang. Saat itu bentuk politik uang yang 

dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan infrastruktur lapangan voli untuk 

kelompok pemuda, karena pemuda setempat sangat hobi menghabiskan waktunya 

untuk bermain voli. Selain itu juga ada pembagian uang dan sembako yang 

dilakukan secara tertutup.
17

 

Selanjutnya adalah penelitian dari KPU Pemekasan (2015) tentang politik 

uang dalam penyelenggaran pemilihan umum. Data yang didapatkan saat 

menjelang pemilihan, warga mendapat imbalan uang kisaran Rp 30.000 untuk 

satu suara. Patokan nilai rupiah juga berbeda antara satu tempat dan tempat lain, 

ada yang kisaran Rp. 10.000 – Rp. 15.000, ada juga kisaran Rp. 25.000 -  Rp. 

50.000 untuk satu suara.
18

 Hal seperti ini juga terjadi dalam pemilihan legislatif 

tahun 2014 di Aceh yang diteliti oleh Muhammad Jafar dengan judul Politik Uang 

dan Politik Etnisitas di Dapil Baru, Bener Meriah, Aceh. Dari hasil wawancara, 

responden mengaku mendapatkan sejumlah uang kisaran Rp 20.000 -  Rp. 50.000 

untuk satu suara dari kandidat, dan banyak warga yang datang dalam kegiatan 

kampanye karena untuk ikut kampanye juga diberi imbalan uang (kampanye 

berbayar).
19
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Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2015 di Sumatera Barat 

juga terjadi beberapa kasus politik uang. Diantaranya berita yang didapat dari 

republika pada Kamis, 10 Desember 2015, Bawaslu menemukan dugaan praktik 

politik uang di Kabupaten Solok Selatan. Temuan ini terjadi ketika petugas 

menemukan tim pemenangan salah satu calon bupati dan wakil bupati Solok 

Selatan membawa 10 amplop yang berisi masing-masing uang Rp 100.000. 

Sampai kasus ini dilaporkan dan Kapolda Sumatera Barat, Brigjen Pol. Bambang 

Sri Herwanto membenarkan temuan itu adalah praktik politik uang.
20

 Selanjutnya, 

menurut ketua bawaslu Sumatera Barat, Elly Yanti, mengatakan ada empat daerah 

yang dilaporkan terindikasi politik uang, diantaranya Kota Bukittinggi, Kota 

Solok, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Solok Selatan.  

Untuk Kota Solok, ditemukan beberapa masyarakat mendapatkan uang 

sebesar Rp. 200.000 dari calon pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 17.00 dan 

pada pukul 01.00 dini hari.
21

 Selanjutnya adalah laporan yang didapati dari 

Bawaslu Sumatera Barat, adanya temuan di Kota Sawahlunto yang mendapati 

paket gula, kopi, dan sabun ditambah dengan stiker IP-NA menjelang pemilihan. 

Temuan ini dilaporkan oleh Defrizal pada tanggal 22 November 2015.
22

  

Jika sebelumnya peneliti membahas kasus-kasus politik uang yang terjadi 

secara umum di Sumatera Barat, bukan berarti Kota Padang lepas dari kasus 

politik uang. Sebelumnya, Faisal Rachman sebagai bagian Analisis Teknik 
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Pengawasan Sekretariat Bawaslu pada Senin, 14 September 2015 menyatakan 

diantara 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Kota Padang masuk dalam 3 

(tiga) besar daerah yang rawan terjadinya politik uang saat pilkada 2015.
23

 

Berdasarkan data yang didapatkan dari pihak Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) 

Sumatera Barat, terdapat beberapa laporan kecurangan yang mengarah pada 

praktik politik uang, diantaranya : (1) Pembagian kain sarung oleh tim IP-NA 

kepada warga kota Padang pada saat malam sampai dini hari dengan sasaran ke 

rumah warga secara diam-diam  pada tanggal 7-8 desember 2015, (2) Adanya 

pemilih gelap pada suatu TPS dan pemilih yang tidak sesuai DPT serta adanya 

indikasi uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop saat pemilihan Gubernur 

Sumatera Barat, (3) Pemberian sumbangan oleh salah satu kandidat kepada 

majelis ta’lim Kota Padang menjelang pemilihan.
24

 

Selain itu praktik politik uang juga terjadi di daerah  Lubuk Kilangan. 

Menjelang masa pemilihan, sebagian warga diberikan barang-barang seperti kain 

sarung, kalender, kartu nama paslon.
25

 Kegiatan seperti ini juga dilakukan saat 

pemilihan walikota Padang pada tahun 2014 lalu. 

Praktik politik uang ternyata juga dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, 

seperti informasi yang didapatkan dari media internet yang menuliskan bahwa 

saat pemilihan Gubernur Sumatera Barat, politik uang terjadi dibeberapa daerah 

                                                           
23

 Berita tentang Indeks Kerawanan Pilkada Sumbar,  terbit pada hari Senin 14 September 2015 

dalam http://sumbar.antaranews.com  
24

 Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar 

Lembaga Provinsi Sumatera Barat dalam buku Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2015. 
25

 Pengajakan  warga Lubuk Kilangan oleh salah seorang  warga setempat yang diduga tim sukses 

pasangan nomor urut 2 untuk berkumpul pada hari Minggu di rumah Bapak Elfis, dengan 

membagi-bagikan barang-barang sesperti kain sarung dan kalender, serta membagikan kartu 

nama paslon untuk mengajak sebagian warga memilih pasangan nomor urut 2. 



 

 

pinggiran Kota Padang seperti di daerah Taruko, Pasie Nan Tigo, Sungai Sapiah, 

Kuranji, masyarakat di tempat-tempat tersebut mendapatkan pembagian sembako, 

magicjar, uang tunai. Untuk paket sembakonya, dimasukkan beras beserta kartu 

nama atau stiker paslon nomor urut 1 ke dalam kantong plastik putih.
26

  

Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang Panwas Kecamatan Kuranji 

bahwa adanya pembagian sembako (beras, buah semangka) pada masyarakat 

menjelang pemilihan di kantor lurah. Ternyata pembagian sembako itu bukanlah 

pemberian raskin secara cuma-cuma, tetapi didapati dalam tiap kantong beras ada 

kartu nama kandidat yang sedang bertarung.
27

 

Dari data-data awal yang peneliti temukan ternyata kedua pasangan calon 

saling melakukan praktik politik uang demi mendapatkan suara dari masyarakat 

kota Padang. Kedua belah pihak saling berlomba mengambil hati masyarakat 

dengan melakukan kecurangan-kecurangan menjelang pemilihan. Dalam Undang-

Undang sudah jelas bahwa praktik politik uang dilarang. Namun karena belum 

ada sanksi yang tegas dari pihak hukum Indonesia membuat parktik politik uang 

semakin marak terjadi menjelang pemilihan umum.  

Dengan banyaknya praktik politik uang membuat pola pikir masyarakat 

berubah bahwa segala sesuatu dapat diukur dengan uang, bahkan untuk 

kepemimpinan. Praktik politik uang paling marak terjadi pada saat kampanye. 

Karena kampanye merupakan bagian penting dalam proses pemilihan umum yang 

melibatkan dua unsur penting, yaitu: peserta pemilihan umum dan warga yang 

mempunyai hak pilih. Analoginya adalah peserta pemilu merupakan penjual, dan 
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 Wawancara langsung dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kecamatan Kuranji, Bapak 

Aris pada tanggal 10 November 2017. 



 

 

warga adalah pembeli yang dapat melakukan deal politik berkat ketertarikan visi, 

program, serta janji berupa uang dan barang.  

Dilihat berdasarkan keputusan memilih (voting decision) yang dilakukan 

oleh pemilih, pengaruh yang ditimbulkan dari pemberian vote-buying secara garis 

besar dikelompokan ke dalam dua jenis perilaku, yakni: (1) memilih partai atau 

kandidat yang memberikan vote buying; atau (2) tidak memilih partai atau 

kandidat yang memberikan vote-buying.
28

 Maka pemilih yang menggunakan hak 

pilihnya sesuai dengan keinginan pihak pemberi vote-buying disebut sebagai 

“pemilih yang patuh”. Sebaliknya pemilih yang tidak memilih sesuai dengan 

kehendak pemberi vote-buying dapat disebut sebagai “pemilih yang tidak patuh”. 

Jadi, berdasarkan data awal yang peneliti temui dan beberapa penjelasan 

yang didapat dari para ahli, maka peneliti beranggapan bahwa politik uang 

memiliki pengaruh pada perilaku memilih masyarakat Kota Padang. Hal inilah 

yang akan dijadikan hipotesis awal dalam penelitian. Karena ditemukan beberapa 

fenomena politik uang menjelang Pemilihan gubernur Sumatera Barat khususnya 

Kota Padang, dan besar kecilnya tentu politik uang tersebut berpengaruh terhadap 

perilaku memilih. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai 

politik uang dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Apalagi, dalam pilkada 

2015 Kota Padang masuk dalam 3 (tiga) daerah yang rawan terjadi praktik politik 

uang untuk Provinsi Sumatera Barat.  
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan penjelasan peneliti pada latar belakang sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

Bagaimana pengaruh praktik politik uang terhadap perilaku memilih masyarakat 

Kota Padang dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  

pengaruh praktik politik uang terhadap perilaku memilih masyarakat kota Padang 

dalam Pemilihan Gubernur tahun 2015. 

D. Signifikansi Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain 

dalam penggunaan teori politik uang dan perilaku pemilih, serta dapat 

memberikan kontribusi untuk menjelaskan fenomena terkait dengan 

praktik politik uang dalam pemilihan umum. 

2. Dari segi akademis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

lain yang mempunyai minat dan ketertarikan untuk mengkaji politik uang 

serta pengaruhnya terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan umum, serta 

menmbah pustaka dibidang ilmu politik. 

3. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, 

pemahaman, dan acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan 

mengenai politik uang dalam pemilihan kepala daerah serta untuk pihak-



 

 

pihak terkait seperti Bawaslu dan Panwaslu lebih bisa meningkatnya 

peranannya sebagai pengawas pemilihan umum. 


